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Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui mekanisme kerja dan pelaporan hasil
pengawasan DPS pada LAZISNU Boyolali dan LAZISMU Solo. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan pendekatan penelitian
lapangan (field research). Ditemukan hasil bahwa mekanisme kerja DPS baik
pada LAZISNU Boyolali dan LAZISMU Solo yaitu sama-sama mengawasi kegiatan
operasional LAZIS agar patuh terhadap ketentuan dan prinsip-prinsip syariah.
Perbedaannya terletak pada pelaporan hasil pengawasan DPS yang mana
LAZISNU Boyolali melaporkan hasilnya kepada DSN tingkat wilayah dan kemudian
SN tingkat wilayah menyampaikannya kepada DSN tingkat pusat. Berbeda
halnya dengan LAZISMU Solo yang melaporkan hasil pengawasannya kepada
LAZISMU tingkat wilayoh pada saat RAKERPIMDA kemudian LAZISMU tingkat
pusat pada saat RAKORNAS, dan barulah LAZISMU pusat menyampaikannya
kepada DSN-MUIL.

Kata Kunci: Dewan Pengawas Syariah; Mekanisme; LAZIS; Pelaporan
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Dalam bidang ekonomi khususnya seperti ditandai dengan pertumbuhan
industri keuangan syariah yang cukup menjanjikan, yang mana pertumbuhannya
yaitu dapat dilihat dari segi aset, variasi produk, cakupan geografis serta aspek
regulasi dan kelembagaannya (Rama, 2015). Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
mencatat bahwa pertumbuhan industri keuangan syariah pada 2016 tumbuh
sebesar 29,8% (lebih tinggi dari tahun sebelumnya), kemudian pada 2017
tumbuh 27% dan pada Februari 2018 tumbuh 25% yang didukung dengan total
aset sebesar Rp1.118 triliun (Feby Novailus, 2018, https:/economy.okezone.
com).

Lembaga keuangan syariah non-bank berperan dalam pertumbuhan
terutama LAZIS. LAZIS yaitu lembaga yang menghimpun, mendistribusikan
dan mendayagunakan zakat, infak dan sedekah (Fadillah, 2017). Berdasarkan
observasi yang telah dilakukan penulis, maka dipilihnya LAZISNU Boyolali
dan LAZISMU Solo yakni untuk membandingkan mekanisme pelaporan hasil
pengawasan DPS dan secara tidak langsung juga untuk melihat bagaimana
kepatuhan syariah (sharia compliance) pada dua lembaga tersebut.

Setiap LKS dituntut agar dapat memenuhi prinsip syariah, maka
munculah audit syariah. Dalam menjalankan tugasnya, auditor syariah tak hanya
memastikan bahwa LKS tersebut telah memenuhi prinsip syariah tetapi juga
dalam hal akuntabilitas laporan keuangannya. Tujuan yang ingin dicapai dari
hal tersebut yaitu dana yang dikelola oleh LKS agar sesuai dengan syariat Islam,
sehingga terhindar dari unsur riba, gharar dan maysir. Dengan kata lain DPS
disini memiliki peranan penting karena DPS sebagai auditor syariah (Mardiyah
dan Mardian, 2015).

LAZIS termasuk salah satu dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yang
mana untuk menjaga agar lembaga tersebut tetap berpegang teguh pada
prinsip syariah maka harus berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas
Syariah (DPS). DPS ini tugasnya yaitu memastikan bahwa keluaran produk LKS
dan juga kegiatan operasional LKS telah sesuai dengan prinsip syariah (Warno,
2016). Dengan demikian DPS ini adalah sebagai pembuat kebijakan atau aturan
yang nantinya diterapkan LKS dalam kegiatan operasionalnya agar selalu
patuh terhadap prinsip syariah dan DPS ini wajib menyampaikan laporan hasil

pengawasannya setiap tahun kepada DSN.
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Menurut penelitian yang dilakukan oleh Abdul Mujib (2017) didapatkan
hasil bahwa dengan berdirinya industri keuangan syariah maka peran DPS
selalu mengikuti dan menjadi bagian yang tak terpisahkan. DPS yang membuat
pedoman bagi entitas dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dan juga
bertindak untuk mengawasi. Dengan adanya hal itu, maka pengawasan
dilakukan bukan hanya pada entitas profit saja, tetapi juga entitas non-profit
seperti pada lembaga pengelola zakat (Warno, 2017).

Pengawasan juga menjadi hal yang penting dalam operasional LKS,
karena dengan adanya pengawasan oleh DPS maka DPS dapat mengetahui
permasalahan yang sedang dihadapi LKS dan bahkan dapat menemukan
praktik kecurangan (fraud). Dalam hal tersebut DPS harus berperan aktif
dalam mengontrol lembaga yang berada di bawah pengawasannya dalam hal
pemenuhan prinsip syariah. Setelah pengawasan yang dilakukan oleh DPS,
maka DPS wajib menyampaikan laporan hasil pengawasannya kepada DSN.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah bagaimana mekanisme kerja
dan pelaporan hasil pengawasan DPS di LAZIS NU Boyolali dan LAZISMU Solo.
Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini mengklasifikasikan mekanisme
kerja dan pelaporan hasil pengawasan DPS yang terdiri atas empat aspek
utama, yaitu (1) pedoman pembuatan kebijakan DPS; (2) struktur organisasi
perusahaan yang terdapat DPS; (3) sharia compliance; dan (4) proses review
terhadap pemenuhan syariah.

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu dapat mengetahui
bagaimana mekanisme kerja dan pelaporan hasil pengawasan DPS pada
LAZISNU Boyolali dan LAZISMU Solo.

Kajian Pustaka

1. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah merupakan suatu lembaga yang berpegang
teguh pada prinsip-prinsip syariah, yang dibangun di atas asas maslahat
(Budiono, 2017). Artinya dalam hal pelaksanaannya, LKS lebih mementingkan

asas maslahah yaitu yang dapat memberikan kebaikan dan manfaat untuk
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umat dibandingkan mencari keuntungan/laba semata. Agar LKS dapat terus
memenuhi prinsip-prinsip syariah, terutama dalam kegiatan operasionalnya,
maka dibutuhkan pengawas yang dalam hal ini auditor syariah.

Audit syariah dalam pandangan Islam merupakan suatu proses yang
memastikan bahwa kegiatan operasional LKS selalu memenubhi prinsip-prinsip
syariah dalam artian tidak melanggar ketentuan syariah secara menyeluruh
(Warno, 2016). Sebagai acuannya, AAOIFI (Accounting and Auditing Organization
for Islamic Financial Institutions) telah mensahkan standar audit yang berlaku
untuk lembaga keuangan syariah baik bank maupun non-bank, yang mencakup
lima standar yaitu tujuan dan prinsip, laporan auditor, ketentuan keterlibatan

audit, lembaga pengawas syariah dan tinjauan syariah.

2. LAZIS

Zakat dapat dikelola dengan baik yang dilakukan oleh lembaga yang
dibentuk pemerintah (BAZ/Badan Amil Zakat) maupun lembaga yang dibentuk
oleh masyarakat (LAZ/Lembaga Amil Zakat) dalam UU No. 23 Tahun 2011.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah (2018), jika pertumbuhan
penghimpunan ZIS dirata-ratakan dari tahun 2002-2015 maka kenaikannya
mencapai angka 39,28%. Dengan adanya hal tersebut menandakan bahwa
masyarakat telah menyadari pentingnya mengeluarkan zakat yang disalurkan
melalui lembaga ZIS.

Zakat dinilai sangat potensial dalam mengatasi problem kemiskinan,
namun sapai sekarang angka kemiskinan masih tinggi. Untuk mengatasi
keadaan ini yang harus dilakukan adalah pengeloaan dana zakat dengan sistem
manajemen zakat yang efektif (Rozalinda, 2015).

Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah (LAZIS) merupakan sebuah
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas untuk membantu
pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat (Nurhasanah,
2018). Dana yang dikelola oleh LAZIS tersebut tentunya harus transparan
dan akuntabel, dalam artian terbuka kepada masyarakat dan juga dapat

mempertanggungjawabkannya bukan hanya kepada manusia tetapi juga Allah
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SWT. Salah satu cara meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga
ZIS ini yaitu dengan dibangunnya pengendalian internal organisasi yang baik.
Beberapa hal yang berkaitan dengan profesionalnya lembaga ZIS
yaitu seperti Sistem Pengendalian Internal (SPI), Sistem Informasi Akuntansi
(SIA), sistem pengendalian dan pengawasan distribusi dana ZIS, sistem dan
mekanisme pemeriksaan serta mekanisme akuntabilitas (Nikmatuniayah, 2014).
Tentunya profesional atau tidaknya lembaga ZIS ini tidak hanya dipengaruhi
kelima faktor tersebut, tetapi juga didukung oleh sumber daya manusia yang
mumpuni dan profesional dalam pengelolaan zakat serta menguasai hukum

ekonomi syariah.

3. Konsep GCG dan SCG

Seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS maupun LAZ wajib menyampaikan
laporan sebagai bentuk dari akuntabilitas (Warno, 2016). Dengan adanya
pemenuhan prinsip akuntabilitas tersebut, maka secara otomatis juga akan
dapat memenubhi terlaksananya Good Corporate Governance (GCG). Agar GCG ini
dapat terpenuhi, maka salah satunya diperlukan Dewan Pengawas Syariah, baik
penunjukan, komposisi dan laporan.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan bentuk akuntabilitas
manajemen kepada para stakeholder, berbeda dalam LKS yang dikenal dengan
Sharia Corporate Governance (SCG). SCG ini memiliki cakupan yang lebih luas
dibandingkan dengan GCG, karena LKS tidak hanya bertanggungjawab
pada stakeholder saja tetapi juga bertanggungjawab langsung kepada Allah
SWT (Mardiyah dan Mardian, 2015). Untuk itu dalam menjalankan kegiatan
operasionalnya, LKS harus patuh terhadap prinsip-prinsip syariah (sharia
compliance) dan juga dalam pekerjaannya harus berdasarkan etika Islam.

Sistem pengawasan syariah dalam kerangka sharia governance yaitu
dilakukan dalam dua proses, yaitu proses sebelum dan sesudah transaksi
(Rama, 2015). Proses sebelum transaksi atau yang disebut ex-ante, pengawasan
dilakukan oleh pihak independen yaitu Sharia Supervisory Board (SSB) yang

memberikan fatwa mengenai struktur LKS, kegiatan operasionalnya dan juga
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dapat memberikan sosialisasi prinsip-prinsip syariah beserta pengawasan atas

implementasi prinsip-prinsip syariah tersebut pada LKS.

4. Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis Ulama
Indonesia (MUI) yang tugasnya membantu pihak terkait seperti Bank Indonesia,
Departemen Keuangan dan pihak terkait lainnya dalam menyusun peraturan
atau ketentuan untuk LKS (Nurhasanah, 2011). Anggota DSN ini yaitu para
ulama maupun praktisi dan pakar terutama dalam bidang muamalah syariah,
yang mana DSN ini ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan periode masa bakti
kepengurusan pusat yaitu selama lima tahun. DSN tersebut nantinya akan
dapat mengeluarkan fatwa dengan tujuan untuk memperluas jenis transaksi,
mengembangkan produk, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan operasional
LKS.

5. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan suatu badan yang terdapat di
dalam Lembaga Keuangan Syariah yang memiliki tugas mengawasi pelaksanaan
DSN di LKS tersebut (Hidayat, 2016). DPS ini diangkat dan diberhentikan
melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dalam LKS setelah mendapat
rekomendasi dari DSN. Ketentuan mengenai DPS diatur dalam Keputusan DSN-
MUI Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota DPS pada
LKS.

Beberapa mekanisme kerja DPS yaitu sebagai berikut.
Melakukan pengawasan secara periodik

Mengajukan usul-usul pengembangan LKS

Melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS

W=

Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan
pembahasan pembahasan DSN.
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Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Jenis
penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (field research) studi kasus.
Subyek penelitian ini yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada LAZISNU
Boyolali dan manajer di LAZISMU Solo. Data diperoleh secara langsung melalui
teknik wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan pihak-pihak
internal organisasi yang terlibat langsung dengan DPS serta mengumpulkan
dokumen terkait penelitian.

Hasil dan Pembahasan

1. LAZISNU Boyolali dan Dewan Pengawas Syariah
a. Gambaran Umum LAZISNU Boyolali

LAZISNU Boyolali merupakan salah satu lembaga ZIS yang terletak
di Gedung PCNU Kab. Boyolali, J. Pandanaran No. 345. LAZISNU ini
dibentuk atas dasar dikeluarkannya Muktamar NU, yang berdiri pada
tahun 2012. LAZIS ini berada di bawah pengawasan Pimpinan Cabang
Nahdlatul Ulama (PCNU) Boyolali, dengan struktur organisasi PCNU yaitu
sebagai berikut.

AMUSTASYAR

SYURIAH TANFIDZIY AR
RATS KETUA
TANFIDZIYAH
SYURIAH
WTWAKIIL. WWARIIL.
RATS KETUA
| i
KATIEB BENDAHARA SEERETARIS
TWAKIL. TWAKIL. TWARIL.
HATIE BENDAHARA SEERETARIS

ATV AT
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Sedangkan kedudukan Dewan Pengawas Syariah dalam LAZISNU
Boyolali periode 2018-2022 yaitu sebagai berikut.

PENGAWAS
SYART'AH

EETUA

KETUA
BIDANG

_________________ MANAGER [T T Tt T T

b. Mekanisme Kerja Dewan Pengawas Syariah

Sejak berdirinya LAZISNU Boyolali pada tahun 2012, maka pada
saat itu juga terdapat Dewan Pengawas Syariah. Hal ini sesuai dengan
penelitian yang dilakukan Abdul Mujib (2017), bahwa dengan berdirinya
industri keuangan syariah maka DPS selalu mengikuti dan menjadi bagian
yang tak terpisahkan. Sejak berdirinya itu pula hanya ada satu orang DPS.
Pada awalnya PCNU bagian Syuriah membentuk 16 lembaga, termasuk
salah satunya adalah lembaga yang mengatur zakat, infak dan sedekah.
Kemudian Katib Syuriah atau Sekjen Syuriah berkewajiban membentuk
LAZIS, sehingga Katib Syuriah tersebut membentuk LAZISNU Boyolali
yang berada di bawah pengawasannya.

Katib Syuriah ini yang menunjuk Ketua, kemudian ketua ini bertugas

dalam perekrutan pegawai, penyusunan draf program kerja, laporan
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Dampak Mekanisme Kerja Dewan Pengawas Syariah 269

pertanggungjawaban sampai ke pentasharufan dana ZIS, dan melaporkan
kepada DPS sebelum membuat program kegiatan laporan perekrutan
pegawai, laporan setelah program dilaksanakan, laporan keuangan baik
termasuk bagaimana cara memperoleh dana.

Tugas Katib Syuriah yaitu sebagai berikut.

1) Memanajemen kesuriahan semua urusan kebijakan.
2) Memanajemen kegiatan atau program kerja.

3) Memanajemen semua lembaga.

4) Mengendalikan koordinasi. Instruksi antar lembaga.

Kemudian tugas Dewan Pengawas Syariah yaitu sebagai berikut

(Hidayat, 2016).

1) Bertugas untuk mengawasi ketua lembaga sampai pegawai.

2) Bertugas untuk mengawasi kegiatan operasional LKS.

3) Mengajukan usul-usul pengembangan LKS kepada pimpinan lembaga
yang bersangkutan dan kepada DSN.

4) Melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang
diawasinya kepada DSN.

5) Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan
pembahasan-pembahasan DSN.

Selanjutnya mengenai wewenang DPS LAZISNU Boyolali yaitu
bahwa dalam melaksanakan tugasnya tidak bekerja seorang diri,
melainkan banyak pihak yang membantunya. Dengan alasan bahwa di
NU banyak lembaga yang harus dilibatkan dalam bentuk memutuskan
suatu permasalahan. Pihak-pihak yang dilibatkan yaitu seperti Lembaga
Syuriah yang terdiri dari rais syuriah dan katib rois, kemudian Lembaga
Ba’sul Masail yang terdiri dari para ulama yang ahli dalam syariah yang
berperan baik ketika operasional LAZIS bermasalah maupun tidak.

c. Dampak Mekanisme Kerja Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan pihak yang mengawasi
kegiatan operasional Lembaga Keuangan Syariah agar selalu patuh
terhadap prinsip syariah. DPS LAZISNU Boyolali selama ini telah

menyelesaikan permasalahan-permasalahan LAZIS dalam penerapan
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prinsip syariah, berikut ini:

1.

Permasalahan pertamamengenaiperdebatanantarapengklasifikasian
antara zakat, infak dan sedekah. Ketika LAZIS menerima pemasukan
uang baik secara langsung melalui transfer, pihak yang memberikan
menyerahkan ke pihak LAZIS untuk mengklasifikasikannya sebagai
zakat, infak atau sedekah. Dengan demikian DPS kemudian
mengadakan rapat untuk membahas hal tersebut dan hasil yang
didapatkan yaitu pegawai operasional LAZIS mendatangi pihak
pemberi dana untuk menanyakan secara pasti akan diakui sebagai
zakat, infak atau sedekah.

Kedua mengenai program kegiatan seperti pengadaan untuk fakir
miskin berupa tas sekolah. Walaupun LAZISNU adalah lembaga yang
menghimpun, mengelola, mendistribusikan dan mendayagunakan
dana ZIS, namun dalam penerapannya di NU ini melibatkan lembaga-
lembaga lainnya yaitu dalam hal ini lembaga perekonomian. Jadi
yang bertugas membelanjakan tas sekolah tersebut bukan LAZISNU
melainkan lembaga perekonomian. Tujuannya yaitu agar tidak terjadi
monopoli pekerjaan dan tidak akan ada peluang untuk melakukan

korupsi.

d. Pedoman Pembuatan Kebijakan dan Pelaporan Hasil Pengawasan DPS

Dalam pembuatan kebijakannya, DPS LAZISNU Boyolali berpedoman

pada Al-Qur’an, Hadits dan standar Fikih Syafi'i. Sedangkan untuk

mekanisme pelaporan Hasil Pengawasan DPS yaitu dari DPS LAZISNU

Boyolali kemudian melaporkan hasilnya ke DSN tingkat wilayah setiap

setahun sekali dan kemudian DSN tingkat wilayah melaporkan ke DSN

tingkat pusat (DSN-MUI). Hal-hal yang dilaporkan yaitu berupa semua

kegiatan, kebijakan, temuan, kasus dan juga laporan keuangan. Fungsi

DPS salah satunya yaitu harus membuat pernyataan secara berkala

(biasanya tiap tahun) bahwa LKS yang diawasinya telah berjalan sesuai

dengan ketentuan syariah (Hidayat, 2016).
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Skema pelaporan hasil pengawasan DPS yakni sebagai berikut.

DSN-MUI

DSN Tingkat Wilayah

Lembaga Syuriah DPS LAZISNU Boyolali

DPS dalam menjalankan fungsinya sebagai pihak yang mengawasi
kegiatan operasional LAZIS agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah,
maka apabila hasil akhirnya LAZIS tidak patuh terhadap prinsip syariah
maka bukan hanya DPS yang bertanggungjawab tetapi juga Lembaga
Syuriah yang berada dalam PCNU. Sehingga dari proses awal hingga
akhirnya LAZISNU dituntut agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip
syariah dan penilaian sharia compliance-nya pula selalu patuh terhadap
ketentuan-ketentuan syariah.

1. LAZISMU Solo dan Dewan Pengawas Syariah

a. Gambaran Umum LAZISMU Solo

LAZISMU Solo merupakan salah satu lembaga ZIS yang terletak di
JI. Teuku Umar No. 5 Surakarta. Lembaga ini pendiriannya berpedoman
pada UU No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014
yang menjelaskan mengenai kedudukan dan struktur lembaga ZIS dan
berdiri secara resmi pada tahun 2013. Pada awalnya bentuk LAZISMU
tidak struktural dari pusat sampai ke daerah tapi sifatnya masih sejajar,
seperti LAZISMU yang berada di Jakarta, Semarang, Solo dan Surabaya
itu kedudukannya sama. Kemudian setelah dikeluarkannya UU terbaru
tentang zakat tersebut, maka LAZISMU melakukan restrukturisasi dan
baru direalisasikan tahun 2016 yang mana LAZISMU Jakarta menjadi
LAZISMU pusat, yang di Semarang menjadi LAZISMU Wilayah dan
LAZISMU di Semarang ini membawahi LAZISMU lainnya yang berada di
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kabupaten/kota termasuk LAZISMU Solo.
Susunan personalia LAZISMU Solo periode Mukamar 47 (2015-2020)
berdasarkan SK PDM No. 112/KEP/II.O/D/2016 tentang Pengesahan

Susunan dan Pengangkatan Anggota yaitu sebagai berikut.

Dewan Pengawas Syariah

Wali Amanah
Badan Pengawas
WK1 &
Ketua
WK 2
Wakil
Sekretaris .
Sekretaris
Anggota

b. Mekanisme Kerja Dewan Pengawas Syariah
Sejak awal berdirinya LAZISMU Solo juga sudah terdapat Dewan
Pengawas Syariah, yang sudah menjadi sebuah tuntutan dan ketentuan.
Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Abdul Mujib (2017),
bahwa dengan berdirinya industri keuangan syariah maka DPS selalu
mengikuti dan menjadi bagian yang tak terpisahkan. Peran DPS dalam
LAZISMU Solo yaitu sebagai berikut.
1) Memberikan usulan pendapat hukum kepada dewan syariah LAZISMU
pusat melalui dewan syariah LAZISMU wilayah.
2) Melakukan sosialisasi, pembinaan dan penyeragaman ketentuan
syariah pada LAZISMU tingkat daerah.

3) Mengawasi dan mengarahkan pengeluaran dana ZISKA (Zakat, Infak,
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Sedekah dan Dana Keagamaan lainnya) agar sesuai dengan ketentuan

syariah.

4) Menampung dan mengkaji tentang pengelolaan ZISKA.

Di akhir tahun biasanya DPS yang bertepatan dengan momentum
RAKERPIMDA (Rapat Kerja Pimpinan Daerah) membahas mengenai fikih-
fikih zakat kontemporer, yang mana biasanya antara satu daerah dengan
daerah yang lainnya mengambil rujukan yang berbeda. Kemudian apabila
dalam rapat tersebut belum bisa menghasilkan sebuah keputusan,
maka dibawa ke forum musyawarah nasional yaitu RAKORNAS (Rapat
Koordinasi Nasional) yang berisikan majelis tarjih baik di tingkat
daerah, wilayah maupun pusat. Kemudian setelah dikeluarkannya hasil
RAKORNAS, maka selanjutnya disosialisasikan oleh dewan syariah baik
di tingkat daerah maupun wilayah lalu disosialisasikan ke pengurus
LAZISMU dan juga pelaksana LAZISMU.

c. Dampak Mekanisme Kerja Dewan Pengawas Syariah
Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan pihak yang mengawasi
kegiatan operasional Lembaga Keuangan Syariah agar selalu patuh
terhadap prinsip syariah. DPS LAZISMU Solo selama ini telah
menyelesaikan permasalahan-permasalahan LAZIS dalam penerapan
prinsip syariah, berikut ini:

1. Permasalahan pertama mengenai pengelolaan dana zakat untuk
8 ashnaf, DPS memutuskan bahwa porsi dana zakat untuk amil
yaitu 10%-12,5%, sedangkan untuk ashnaf lainnya bersifat fleksibel.
Fleksibel yang dimaksud yaitu dalam artian jika di suatu daerah
jumlah fakir miskin lebih banyak maka porsinya bisa lebih dari 12,5%.

2. Kedua mengenai ashnaf budak, yang mana dalam hal ini DPS
memutuskan untuk tidak menghapus ashnaf perbudakan namun
melakukan peninjauan ulang dari definisi budak. Jadi ashnaf budak
pada masa sekarang ini bisa dikategorikan seperti keluarga TKI.

3. Ketiga mengenai fikih-fikih zakat kontemporer yang mana apabila

terdapat hukum pengelolaan ZISKA yang dirasa fikihnya sudah tidak
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mengikuti perkembangan zaman, maka DPS membuat kajian dan
kemudian disampaikan ke pusat melalui dewan syariah wilayah.

4. Keempat mengenai pengelolaan kurban yang mana daging hewan
kurban yang dibagikan tidak hanya berbentuk daging mentah
saja, tetapi apakah bisa juga dalam bentuk kornet/rendang/sosis.
Kemudian DPS membuat kajian dan kemudian disampaikan ke pusat

melalui dewan syariah wilayah.

d. Pedoman Pembuatan Kebijakan dan Pelaporan Hasil Pengawasan DPS

Dalam pembuatan kebijakannya, DPS LAZISMU Solo berpedoman
pada Al-Qur’an dan Sunnah yang mana Sunnah yang dipakai yaitu
Sunnah Ash-Shahihah Al-Magbulah. Sunnah tersebut merupakan tingkatan
hadits yang benar-benar shahih dan magbul yang riwayatnya kuat dan
tidak ditemukan pertentangan antara hadits satu dengan hadits yang
lainnya. Fungsi DPS salah satunya yaitu harus membuat pernyataan
secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa LKS yang diawasinya telah
berjalan sesuai dengan ketentuan syariah (Hidayat, 2016).

Sedangkan untuk mekanisme pelaporan Hasil Pengawasan DPS yaitu
dari DPS LAZISMU Solo kemudian melaporkan hasilnya ke LAZISMU
tingkat wilayah dalam RAKERPIMDA dan barulah ke LAZISMU pusat
dalam RAKORNAS. Kemudian LAZISMU pusat ini menyampaikan kinerja
DPS selama satu tahun kepada DSN-MUI. Selama ini LAZISMU Solo baru
sekali mengikuti uji kepatuhan syariah (Sharia Compliance) yaitu pada
tahun 2018 dan mendapatkan predikat A, sedangkan pada tahun 2017
ke bawah pelaporan dan pertanggungjawaban DPS hanya pada saat

rapat koordinasi saja.
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Skema pelaporan hasil pengawasan DPS yakni sebagai berikut.

DSN-MUI

f

LAZISMU PUSAT

f

LAZISMU WILAYAH

f

DPS LAZISMU Solo

Kesimpulan dan Saran

1.

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu sebagai berikut.
Mekanisme kerja DPS pada LAZISNU Boyolali yaitu pada saat
melaksanakan tugasnya, DPS tidak hanya bekerja seorang diri melainkan
dibantu dengan pihak-pihak lain yang berada di bawah PCNU. Pihak-
pihak tersebut yaitu 16 lembaga dari Syuriah. Maka dari itu, LAZISNU
selalu dituntut untuk memenuhi kepatuhan syariah (sharia compliance)
yang mana hasil pelaporan DPS tersebut nantinya dilaporkan ke DSN
tingkat wilayah dan kemudian DSN tingkat wilayah melaporkannya ke
DSN tingkat pusat. Dampak mekanisme kerja pada LAZISNU Boyolali

menangani permasalahan tentang penerapan prinsip syariah.

. Mekanisme kerja DPS pada LAZISMU Solo yaitu bekerja seorang diri

dalam mengawasi kegiatan operasional LAZIS agar memenuhi ketentuan-
ketentuan dan prinsip-prinsip syariah. Tuntutan terhadap DPS LAZISMU
Solo ini yaitu bahwa dalam pengkajian produk-produk baru maupun
penanganan syariah harus berdasarkan fikih-fikih zakat kontemporer.
Kemudian hasil pelaporan DPS disampaikan kepada LAZISMU Wilayah
dalam RAKERPIMDA dan nantinya LAZISMU Wilayah melaporkannya
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kepada LAZISMU Pusat melalui RAKORNAS. Dampak mekanisme kerja
pada LAZISMU Solo, menangani permasalahan tentang penerapan

prinsip syariah.
2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini yaitu penelitian ini hanya terdapat dua obyek
penelitian yaitu LAZISNU Boyolali dan LAZISMU Solo, sehingga hasil penelitian
tidak mencerminkan mekanisme kerja dan pelaporan hasil pengawasan DPS
pada LAZISNU dan LAZISMU sepenuhnya.

3. Saran

Penelitian selanjutnya sebaiknya memilih obyek penelitian lebih dari 2
LAZIS baik LAZIS NU maupun LAZIS MU sehingga hasil yang di diperoleh dapat
menggambarkan pengawasan DPS sepenuhnya dan meneliti lebih dalam lagi

mengenai mekanisme kerja DPS.
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